
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.26, 2018 KPU. Seleksi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh. 

KPU/KIP Kabupaten/Kota. Pencabutan.  
 

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2018 

TENTANG 

SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/ 

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/ 

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf h, 

Pasal 27 ayat (7) dan Pasal 31 ayat (8) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tata cara 

pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian 

calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan 

berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi 

Pemilihan Umum; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 

557 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi 

Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu 

kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Komisi 

Pemilihan Umum, dan wajib mendasarkan dan 

menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-

Undang tersebut;  
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Seleksi 

Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi 

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan 

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; 

 

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SELEKSI 

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI 

INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 

KABUPATEN/KOTA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah 

sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

2. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang 

menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi 

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu 
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kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan 

Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk 

memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.  

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang 

selanjutnya disebut KPU adalah lembaga Penyelenggara 

Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam 

melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. 

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 

Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP 

Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di daerah 

provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

tentang Pemilihan Umum. 

5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP 

Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di 

daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Undang-

Undang tentang Pemilihan Umum.  

6. Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjaringan, 

penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota 

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. 

7. Penelitian Administrasi adalah kegiatan pemeriksaan 

terhadap kelengkapan persyaratan calon serta 

kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi.  

8. Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan 

KPU/KIP Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim 

Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU 

untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota 

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.  

9. Unsur Akademisi adalah tenaga pendidik yang bekerja di 

Perguruan Tinggi. 

10. Unsur Profesional adalah anggota dari organisasi profesi 

yang terkait dengan bidang sosial, pemerintahan, hukum, 

ekonomi, jurnalistik dan psikologi. 
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11. Unsur tokoh masyarakat adalah anggota aktif dari 

organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya 

masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki 

reputasi publik yang baik. 

12. Hari adalah hari kerja.  

 

Pasal 2 

Pelaksanaan Seleksi calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh 

dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berpedoman kepada asas: 

a. mandiri; 

b. jujur; 

c. adil; 

d. kepastian hukum; 

e. tertib penyelenggara Pemilu; 

f. kepentingan umum; 

g. keterbukaan; 

h. proporsionalitas; 

i. akuntabilitas; 

j. efisien; dan  

k. efektifitas. 

 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Komisi ini meliputi: 

a. persyaratan calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan 

KPU/KIP Kabupaten/Kota; 

b. pembentukan Tim Seleksi; 

c. tahapan Seleksi; 

d. uji kelayakan dan kepatutan; dan 

e. pelantikan dan orientasi tugas. 

 

Pasal 4 

(1) Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf c, terdiri atas: 

a. pendaftaran; 

b. Penelitian Administrasi; 

c. tes tertulis; 

d. tes psikologi; 
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e. tes kesehatan; dan 

f. wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu 

dan klarifikasi tanggapan masyarakat. 

(2) Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf f dapat disampaikan kepada Tim Seleksi sejak 

tahapan pendaftaran sampai dengan dimulainya uji 

kelayakan dan kepatutan. 

 

BAB II 

PERSYARATAN CALON ANGGOTA  

KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA  

 

Pasal 5 

(1) Setiap calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan 

KPU/KIP Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

a. Warga Negara Indonesia; 

b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga 

puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU 

Provinsi/KIP Aceh, dan berusia paling rendah 30 

(tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU/KIP 

Kabupaten/Kota; 

c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal 

Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 

d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, 

jujur, dan adil; 

e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan 

dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, 

dan kepartaian; 

f. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1) 

untuk calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan 

paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau 

sederajat untuk calon anggota KPU/KIP 

Kabupaten/Kota; 
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